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TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI

s a.

KABUPATEN KARO TAHUN 2025

BUPATI KARO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, penutupan Satuan Pendidikan
dilakukan apabila satuan pendidikan sudah tidak memenuhij
persyarataan pendiriaan dan sudah tidak menyelenggarakan
kegiatan pembelajaraan; '

bahwa untuk mencapai mutu pendidikan dan efektifitas sekolah
pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Karo,
telah dilakukan penelitian administratif maupun hasil visitasi
terhadap beberapa Sekolah Dasar Negeri yang sudah tidak
memenuhi persyaratan. Maka dibuat proses penggabungan dua
atau lebih SD Negeri menjadi satu kesatuan pengelolaan
pendidikan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
layanan pendidikan, serta mewujudkan sekolah yang lebih ideal
dalam hal jumlah siswa, rombel, dan fasilitas;

bahwa berdasarkan pertimlﬁahgan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karo
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 20 Tazhun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
ats Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran
Daerah Kabupaten Karc Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

13. Peraturan...




£-F 13. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU : Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karo

Tahun 2025 sebagai berikut:

SEKOLAH YANG MENERIMA
NO SEKOLAH YANG DIGABUNG PENGGABUNGAN
1 SD NEGERI 047182 LAU SD NEGERI 044855
"+ | PAKAM PARSORAN
9 SD NEGERI 043938 SD NEGERI 045958
) TIGANDERKET MARDINGDING
SD NEGERI 047172 GUNUNG
3. MERLAWAN SUSUK SD NEGERI 040494 SUSUK
KEDUA : Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu diikuti dengan:

a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk
satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan
pendidikan yang lain; )

b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1
(satu) satuan pendidikan baru; )

c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan
pendidikan atau lebih; atau

d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah.

KETIGA : Penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang digabung

{(Regrouping) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi
wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Karo Tahun Anggaran 2025.
KELIMA  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 marer go24

BUPATI KARO,

ANTOMAUS GINTING




